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ABSTRACT

The electoral system in Indonesia is the most important thing for the
development of democratization. Conceptually and in practice, democracy in
Indonesia regulates the constitutional system for the realization of popular
sovereignty. The electoral system in Indonesia today has undergone various changes,
a system that has been implemented by the Indonesian state through a proportional
system either open proportional or closed proportional. The author examines how the
relevance of the implementation of open proportional and closed proportional
elections in the era of democracy and how maslahah in looking at the open
proportional electoral system with closed proportional.

In conducting research, researchers use library research. The nature of this
research is descriptive analysis. The approach used is a juridical-normative approach,
namely a legal research approach using data sources from facts in society. The data
sources used are primary and secondary data sources. While the theory used is the
theory of democracy and maslahah. The theory used to analyze the advantages and
disadvantages of an open proportional electoral system with a closed proportional
maslahah perspective whether the system is in accordance with what the Indonesian
people aspire to.

The results of this study explain that the open proportional system provides a
space for democratization and creates the benefits of Indonesian society in general.
While the closed proportional is the opposite of the open proportional system. the
impact given by the government to the electoral system has its advantages and
disadvantages, both open proportional and closed proportional. That way, the birth
of the idea of a proportional system is considered good because it accommodates
multi-parties in Indonesia.
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ABSTRAK

Sistem pemilu di Indonesia hal paling penting untuk perkembangan
demokratisasi. Secara konspetual dan prakeknya demokrasi di Indonesia mengatur
sistem Kketatanegaraan demi terwujudnya kedaulatan rakyat. Sistem pemilu di
Indonesia dewasa ini mengalami berbagai perubahan, sistem yang telah dijalankan
oleh negara Indonesia melalui sistem proporsional baik proporsional terbuka atau
proporsional tertutup. Penulis mengkaji bagaimana relevansi pelaksanaan pemilu
proporsional terbuka dan proporsional tertutup di era demokrasi dan bagaimana
maslahah dalam melihat sistem pemilihan umum proporsiona terbuka dengan
proporsional tertutup.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan
(library research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum
menggunakan Sumber data dari fakta-fakta dalam masyarakat. Sumber data yang
digunakan berupa sumber data primer dan data sekunder. Sementara teori yang
digunakan adalah teori demokrasi dan maslahah. Teori yang digunakan untuk
menganalisis menakar untung rugi sistem pemilihan umum proporsional terbuka
dengan proporsional tertutup perspketif maslahah apakah sistem tersebut sudah
sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka
memberikan runag demokratisasi dan menciptakan kemaslahatan masyarakat
Indonesia pada umumnya. Sedangkan proporsional tertutup kebalikan dari sistem
proporsional terbuka. dampak yang diberikan oleh pemerintah terhadap sistem
pemilu ada sisi kelebihan dan kekurangannya baik proporsiona terbuka ataupun
proporsional tertutup. Dengan begitu, lahirnya gagasan sistem proporsional dinggap
baik karena untuk mengakomodir multi partai di Indonesia.

Kata Kunci: Pemilu Proporsional, Demokrasi, Maslahah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) masih menjadi fitur utama dalam demokrasi dan
merupakan sarana kedaulatan rakyat Indonesia. Membicarakan pemilihan umum
(Pemilu) sebagai penyokong demokrasi pada saat-saat ini menjadi semakin
menarik. Dikarenakan, demokrasi pada saat ini dinilai oleh pejuang dan pengamat
demokrasi sedang mengalami stagnasi, erosi bahkan resesi. Beberapa kalangan
menilai letak mundurnya demokrasi ialah dikarenakan fokus demokrasi selalu
berbicara mengenai pemilu dan tidak pada fitur esensial lain dari demokrasi.t

Sistem pemilhan umum sampai saat ini diakui sebagai instrument
kelembagaan demokrasi yang absah dan menjadi parameter bekerjanya sistem
politik di Indonesia. Sebuah sistem politik bisa dikatakan demokratis ketika
mekanisme pemilu yang dilaksanakan secara berkala untuk sebuah sirkulasi elit.
Pergantian kekuasaan diharapkan dapat berlangsung secara damai tanpa
kekerasan melalui pemilu yang demokratis. Melihat situasi perpolitikan Indonesia
yang diakomodir melalui sistem pemilu dengan komlektifitas yang cukup tinggi
dalam kehidupan politik masyarakat. Hal ini, pemilu juga sebagai pendidikan
politik bagi rakyat yang bersifat langsung terbuka, jujur dan adil dan

meningkatkan kesadaran demokrasi.

! Ni’matul Huda, Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan
Umum Serentak Nasional 2024, Jurnal: Etika & Pemilu, Vol. 7, Nomor 2, Juni 2021, him. 47.



Pemilihan umum menurut jiwa bangsa (Volksgeist) Indonesia dirumuskan
dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum (UU Pemilu). Pada dasarnya, pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat.
Rumusan norma itu mengandung penjelasan bahwa sebagai sarana atau alat serta
jalan daripada kedaulatan rakyat menuju tujuannya, Pemilu sebagai genus dari
species pemilu dan pilkada serentak adalah institusi manusia bermartabat yang
sudah ada di dalam jiwa bangsa (Volksgeist), dan selalu tersedia untuk memilih
anggota dari Lembaga-lembaga perwakilan rakat di pusat maupun di daerah
maupun presiden sebagai peemerintah Negara menurut Undang-Undang Dasar.?

Pemilu dalam perkembangannya, Indonesia menganut dua sistem. Pertama,
sistem proporsional tertutup (closed-list PR) dengan mekanisme pemilihan oleh
rakyat hanya pada partai.® Cara kerja sistem tersebut adalah pemilih memberikan
suaranya hanya dengan mencoblos gambar partai, suara partai untuk kesempatan
pertama akan diberikan kepada calon nomor urut teratas. Kedua, sistem
proporsional terbuka (open-list PR) cara kerja sistem ini, pemilih memilih langsung
wakil-wakil legislatifnya.*

Secara historis, Indonesia sudah menjalankan pemilu sebanyak 12 Kali,
yaitu pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955, setelah itu pelaksanaanya

secara berturut-turut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Setelah

2 Jaferson Kameo, “Selamat Datang Institusi Pemilu dan Pilkada Serentah Bermartabat”,
Jurnal: Etika & Pemilu, Vol 7, Nomor 2, Juni 2021, him 13.

% Agus Riwanto Kharisma Aulia, “Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas
Pada Pemilu Legislatif 20197, Jurnal: Res Publica, VVol. 3, no. 12019, him. 99

4 Risan Pakaya, DKk, “Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024,
Jurnal: Jaspol, Vol 1, No.2, Oktober 2022, him. 173.



berakhirnya era presiden Soeharto, pemilu kembali dilaksanakn pada tahun 1999,
2004, 2009, 2014 dan terkahir pada 2019.° Sistem pemilu mengalami perubahan
pasca reformasi yaitu pada tahun 2004 dengan sistem proporsional semi terbuka.
Sistem proporsional terbuka baru kemudian benar-benar diterapkan pada pemilu
2009, diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-V1/2008.

Sistem proporsional terbuka saat ini diatur dalam dasar hukum pemilu pada
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada pasal 168 Ayat (2)
yang berbunyi:
“Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota
dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”.®

Belakangan ini dunia perpolitikan Indonesia sedang ramai isu mahkamah
Konstitusi (MK) akan mengubah sistem pemilu dari coblos caleg menjadi coblos
gambar partai atau sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka akan kembali ke
sistem proporsional tertutup. Dosen llmu Politik FISIP Ul, Dr. Sri Budi Eko
Wardani, S.IP., M.Si menjelaskan bahwa sejak Pemilu tahun 1955 sampai saat ini
menganut sistem pemilu proporsional, pertimbangannya karena keragaman dan

kemajemukan masyarakat Indonesia yang kecenderungannya memiliki banyak

partai sehingga sistem proporsional dianggap tepat.’

% Mega Putri Rahayu, “Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia”,
Dipenogoro Law Jurnal, Vol. 6, No 2, Tahun 2017, him. 1-11.

® Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

"https://fisip.ui.ac.id/apa-itu-sistem-proporsional-tertutup-dengan-sistem-p roporsional-
terbuka-dalam-pemilu/, diakses Jum’at 16 Juni 2023.



https://fisip.ui.ac.id/apa-itu-sistem-proporsional-tertutup-dengan-sistem-p%20roporsional-terbuka-dalam-pemilu/
https://fisip.ui.ac.id/apa-itu-sistem-proporsional-tertutup-dengan-sistem-p%20roporsional-terbuka-dalam-pemilu/

Pada akhirnya mahkamah konstitusi (MK) telah memtuskan hasil sidang
terkait sistem pemilihan Umum 2024 pada hari kamis tanggal 15 Juni 2023. MK
menolak gugatan uji materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Salah satu kesimpulan yang menjadi dasar penolakan lantaran hakim konstitusi
menganggap gugatan tidak beralasan menurut hukum, Ujar ketua MK Anwar
Usman. Hasil siding MK terkait sistem pemilu 2023 memutuskan bahwa sistem
pemilu 2024 akan tetap dilaksnaakan secara proporsional terbuka atau coblos caleg
(calon legislatif).

Sistem pemilu proporsional antara memakai sistem proporsioanal terbuka
atau proporsioanal tertutup sempat menjadi perhatian publik dan mengakibatkan
pro dan kontra dikalangan pemerintah maupun warga negara itu sendiri. Masalah-
masalah tersebut dengan sengaja ditampilkan oleh elit politik kepada publik.
Dengan dikeluarkannya argumentasi tersebut maka penulis akan meninjau
perbandingan sistem pemilu proporsional terbuka dengan proporsional tertutup
menurut maslahah dan teori demokrasi. Lantas bagaiamana maslahah dalam
memandang persoalan sistem pemilu proporsional terbuka dengan proporsional
tertutup dan kemudian solusi apa yang akan ditawarkan oleh maslahah untuk

menjawab persoalan tersebut.

8https://news.detik.com/pemilu/d-6774528/hasil-putusan-mk-sistem-pemilu-2024- , diakses
Jum’at 16 Juni 2023.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini yaitu
sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan pemilu proporsional terbuka dan proporsional
tertutup di era demokrasi?
2. Bagaimana maslahah dalam melihat sistem pemilu proporsional terbuka
dengan proporsional tertutup?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam tujuan penelitian ini secara
eksplisit menjelaskan sebagai berikut:
a. Untuk menjelaskan pelaksanaan pemilu proporsioanl terbuka dan
proporsional tertutup di era demokrasi.
b. Untuk menjelaskan pandangan maslahah dalam melihat sistem pemilu
proporsional terbuka dengan proporsional tertutup.
2. Kegunaan Penelitian
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu
pengetahuan pada umumnya dan berupa informasi keilmuan dibidang
perundang-undangan. Khususnya sistem pemilu proporsional di Indonesia.
b. Untuk mengetahui muatan maslahah dalam sistem pemilu proporsioani

secara komprehensif.



D. Telaah Pustaka

Dalam proses penelitian, penulis menganalisis dan menelusuri berapa hasil
penelitian karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan menakar untung rugi sistem
pemilu proporsional terbuka dengan proporsional tertutup. Pelaksanaan analisis
dan penelusuran terhadap hasil penelitian dan karya tulis ilmiah terdahulu yang
berkaitan untuk menghindari terjadinya pengulangan atau duplikasi dan
menghindari adanya kesamaan terhadap hasil penelitian atau karya tulis ilmiah
terdahulu. Adapun hasil penelitian atau karya tulis ilmiah tersebut antara lain:

Pertama, Karya Titony Tanjung, “Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di
Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024”, Jurnal Multidisiplin Ilmu UIN
Mahmud Yunus Batusangkar, Volume 2, No.1 Tahun 2003, penelitian yang
digunakan oleh penulis lebih kepada sistem proporsional terbuka dengan fokus
terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke
Mahkamah Konstitusi (MK).° Pada penelitiannya Titony Tanjung lebih
menjelaskan terkiat sistem proporsional terbuka dimasa pemilu yang akan
mendatang.

Kedua, Karya Afiq Faqih, “Urgensi Sistem Proporsional Tertutup Untuk
Pencegahan Praktik Money Politics Pada Pemilihan Legislatif”, Al-Balad: Journal
Of Constitutional Law VVolume 2 Nomor 1 2022. Metode penelitian yang digunakan
olen Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach),

pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case

® Titony Tanjung, “Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan
Umum Tahun 20247, Bulet: Jurnal Multidisiplin, Volume 2, No.1 Tahun 2003.



approach).1® Penulis lebih spesifik menganalisis terkait praktek money politics
pada pemilihan legislatif.

Ketiga, Karya Irvan Hilmi Fauzi, “Skema Pemilu Elektronik (E-Voting)
Berbasis Enkripsi Homomorfis Pada Sistem Kriptografi Threshold Elgamal”,
Skripsi Fakultas sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
Penelitian ini membahas terkait sistem pemilu menggunakan pemilu elektronik (e-
voting) untuk memenuhi standar keamanan dan kecurangan dari kemungkinan
serangan siber.!!

Keempat, Karya Gusti M Ardi Abdussamad, “Korupsi Politik Terlahir Dari
Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di
Indonesia”, Jurnal UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 11 No. 1 2023. Penelitian ini
mengkaji sistem proporsional terbuka di Indonesia yang melahirkan perilaku
korupsi dan sistem pemilu ini berpotensi melahirkan korupsi politik karena biaya
politik yang mahal selama berkompetisi dalam pemilu.?

Kelima, Karya Khulaifi Hamdani, “Menakar Konstruksi Proporsional Tertutup
Dan Kebajikan Afirmatif Perempuan Parlemen”, Jurnal Nomokrasi Fakultas

Hukum Unhas, Vol 1, No 1 tahun 2023. Penelitian ini menggunakan kepustakaan

10 Afig Fagih, “Urgensi Sistem Proporsional Tertutup Untuk Pencegahan Praktik Money
Politics Pada Pemilihan Legislatif’, Al-Balad: Journal Of Constitutional Law Volume 2 Nomor 1
2022.

1 Trvan Hilmi Fauzi, “Skema Pemilu Elektronik (E-Voting) Berbasis Enkripsi Homomorfis
Pada Sistem Kriptografi Threshold Elgamal”, Skripsi Fakultas sains dan Teknologi UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan 2019.

2Gusti M Ardi Abdussamad, “Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum
Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia”, Jurnal UIN Antasari Banjarmasin, Vol.
11 No. 1 2023.



(library research), dengna metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk
mengumpulkan data dari berbagai literatur. Dalam penelitian ini menjelaskan
bahwa sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang melahirkan
banyak permasalahan yang menyebabkan kurangnya perempuan maju di
parlemen.3

Keenam, Karya Jaferson Kameo, “Selamat Datang Institusi Pemilu Dan
Pilkada Serentak Bermartabat”, Jurnal Etika dan Pemilu Vol 7, Nomor 2, 2021.
Penelitian ini membahas pemilu dan pilkada serentak bermartabat dengan ketentuan
penelitian ditinjau dari ontologis, epistimologis dan aksiologis yuridis. Fokus
penelitian berkaitan dengan pemilu dan pilkada serentak.*

Ketujuh, Karya Ni’matul Huda, “Problematika Penundaan Pemilihan Kepala
Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024”. Jurnal Etika dan Pemilu
Vol 7, Nomor 2, 2021. Penelitian ini fokus terhadap penundaan pilkada dari tahun
2022 dan 2023 ke tahun 2024 akan mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan
kepala daerah 271 daerah dan mencedrai prinsip otonomi daerah, dan untuk
menghindari pengisian penjabat kepala daerah di 271 daerah diperlukan langkah
yang lebih demokratis berupa perpanjangan masa jabatan selama satu atau dua
tahun sesuai batas akhir masing-masing daerah, yaitu dilakukan dengan jalan

merevisi UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.*®

¥Khulaifi Hamdani, “Menakar Konstruksi Proporsional Tertutup Dan Kebajikan Afirmatif
Perempuan Parlemen”, Jurnal Nomokrasi fakultas Hukum Unhas, Vol 1, No 1 tahun 2023.

4Jaferson Kameo, “Selamat Datang Institusi Pemilu Dan Pilkada Serentak Bermartabat”,
Jurnal Etika dan Pemilu Vol 7, Nomor 2, 2021.

15 Ni’'matul Huda, “Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan
Umum Serentak Nasional 2024”. Jurnal Etika dan Pemilu Vol 7, Nomor 2 2021.



E. Kerangka Teoritik

Dalam suatu riset pasti ada kerangka teori yang bertujuan untuk menganalisa
serta memberi penjelasan terkait permasalahan yang akan dikaji.® Dalam penelitian
perbandingan sistem proporsional terbuka dengan proporsional tertutup ini bisa
dikaji dengan menggunakan dua teori yaitu teori figih siyasah dan teori demokrasi.
1. Maslahah

Sesuai dengan bentuk pengakuan dalam penggunaannya kata maslahah atau
istislah sering bergendengan dengan kata munasib yang berarti hal-hal yang cocok,
akurat, seusai dan tempat penggunaannya. Dari makna tersebut dapat di ketahui
bahwa setiap sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh
kemanfaatan, kebaikan maupun untuk menolak kemudaratan maka semua itu
disebut maslahah. Menurut Imam Ghazali memandang kemaslahatan harus sejalan
dengan tujuan syara’. Sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena
kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, tetapi
sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.t’

Uraian diatas tentang maslahah pada prinsipnya untuk menciptakan kebijakan
sesuai dengan syari’at Islam yaitu mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan
dan mencegah adanya keburukan. Dalam konteks ketatanegaraan maslahah
memberikan dampak positif bagi pembuat kebijakannya kemudian kemanfaatan

dirasakan oleh orang banyak.

18 M. syamsudin, “Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif”,
(Jakarta: Kencana, Pranada Meida Group, Cet.1, Tahun 2012), him.10.

1 Abu Hamid Muhammad Ibn al-Gazali, al-Mustafa Min ‘Ilm al-usul, (Beirut: Dar al kutub
al-1Imiyah, 1980), him.139.
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2. Teori Demokrasi

Secara konseptual Menurut Henry B. Mayo bahwa demokrasi adalah suatu
sistem di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil
yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang
didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselengggarakan dalam suasana
terjaminnya kebebasan politik.® Sedangakan menurut Phillipe C. Schmitter bahwa
demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintakan
tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga
negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama
dengan para wakil mereka yang telah terpilih.*°

Hendry B. Mayo secara sederhana menyatakan enam Krtiteria demokrasi,
yakni: (1) menyelesaikan perselisihan secara damai dan sukarela; (2) menjamin
terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang berubah; (3)
menyelenggarakan suksesi pemimpin secara teratur; (4) membatasi penggunaan
kekerasan secara minimum; (5) adanya keanekaragaman; dan (6) tercapainya
keadilan.

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianut danditerapkan di suatu
negara bukanlah suatu hal yang abadi dan dapat saja mengalami pembusukan.
Banyak sekali faktor-faktor yang dapat mengakibatkan hal tersebut dapat terjadi
dengan indikator-indikator dan keadaan yang berbeda di masing-masing negara. Di

antara ahli-ahli politik yang telah meneliti faktor-faktor kemunduran demokrasi di

18 Ni'matul Huda, llmu Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), him. 218.

19 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, (Bandung: Refika Aditama, 2010), him. 3.
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antaranya adalah Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Levitsky dan Ziblatt menilai
bahwa meskipun sebuah negara telah melewati fase transisi, liberalisasi, instalasi
dan konsolidasi demokrasi, pembusukan demokrasi tetap saja menjadi ancaman
yang nyata bahkan dapat saja mengalami titik balik kemunculan rezim otoritarian.
Menurut Levitsky dan Ziblatt, bahwa pemimpin otoritarian dapat muncul dari
pribadi pemimpin yang bersifat demagog yang akan memunculkan konfigurasi
politik otoritarian dibalik tameng konfigurasi politik yang seolah-olah demokratis.
Menurut Levitsky dan Ziblatt bahwa terdapat empat indikator yang dapat
meruntuhkan bangunan demokrasi melalui tindakan otoritatif.?® Adapun keempat
indikator tersebut yaitu:

1) Penolakan atas aturan-aturan main demokrasi, yang ditandai dengan
tindakan pelanggaran terhadap aturan dasar bernegara, menolak atau
memanipulasi pemilu, melemahkan prinsip konstitusionalisme (pembatasan
kekuasaan), pelemahan peran dan fungsi lembaga- lembaga demokrasi, dan
bersifat intervensionis.

2) Menyangkal legitimasi lawan politik, dengan melakukan tindakan tuduhan
makar terhadap lawan politik.

3) Bersifat represif, dengan kuatnya peran militer dan bersifat intimidatif.

4) Melakukan pembatasan kebebasan sipil dan media, tindakan pembatasan

terhadap kritik dan protes serta pelemahan terhadap pers.

20 1dul Rishan, Hukum dan Politik Ketatanegaraan, (Yogyakarta; FH U1l Press, 2020), him.
77-78.



12

Maka teori demokrasi sebagai strategi untuk menghindari kekecewaan sistem
ketatanegaraan Indonesia. Hal terpenting dalam demokrasi adalah mencapai tujuan
dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarak Indonesia. Kemudian demokrasi
sebagai alat untuk upaya menghilangkan atau memperpanjang masa jabatan
eksekutif atau secara sepihak mengubah aturan pemilihan sesuai dengan kehendak
guna menguntungkan kalangannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengetahui proses
pengumpulan dan analis data yang dilakukan secara sistematis, sehingga bisa
memecahkan permasalahan dengan mengumpulkan data yang valid, tujuannya
untuk mengetahui, memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.?
Penelitian merupakan bagian yang sangat menentukan dan memegang peranan
penting dalam kerangka kerja ilmiah dan berfungsi sebagai alat instrumental dalam
menyelesaikan berbagai persoalan baik itu hukum, politik, sosial, ekenomi,
keagamaan dan lain sebagainya. Melalui penelitian tersebut setidaknya akan
terindetifikasi faktor-faktor, latar belakang berbagai persoalan yang berkembang
sampai berujung pada mencari jalan solusi.??

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dalam

pemabahasan yang akan diteliti dari berbagai literatur dengan cara membaca dan

21 Dr. Jonaedi Efendi, MH dan Prof. Dr. Johny Ibrahim, M.M, M.Hum, “Metode Penelitian
Hukum Normatif dan Empiris”, (Jakarta: Kencana Cet-2, 2018), him.3.

22 Dr. Faisal Ananda Arfa, “Metodologi Penelitian Hukum Islam”, (Jakarta: Kencana Cetakan
ke-2, 2018), him. 11.
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mempelajari dari berbagai literatur baik buku, karya ilmiah, website internet atau
sebagainya. Penelitian ini bersifat normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan
cara menelaah bahan pustaka baik dara primer maupun data sekunder.?®
2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif-analitis, penelitian dengan cara mengumpulkan
data-data kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi dan menganalisis suatu
permasalahan dalam pembahasan yang akan diteliti yang berkaitan dengan topik
penelitian secara mendalam dan komprehensif.?* Penelitian ini, penulis akan
mengumpulkan data mengenai perbandingan sistem pemilu sistem proporsional
terbuka dengan proporsional tertutup.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif
melalui suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder dengan cara menelaah teori-teori. Konsep, asas hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan penelitian atau
norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat atau kebiasaannya. Pada
penelitian ini, menggunankan Peraturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu.

4. Sumber Data Penelitian

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), him.13.

24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,”Peranan dan Penggunaan Kepustakaan Didalam
Penelitian Hukum”, (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), him. 18.
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Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber data
primer dan sumber data sekunder.
a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
b. Data sekunder

Data sukender dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan ilmiah, buku, dan
literatur yang dapat memberikan penjelasan lebih luas serta hal yang lain untuk
mendukung terselesaikannya penelitian ini.
5. Analisis data

Tahapan ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan setiap penelitian,
karena analisis data adalah merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi
bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis data
konstruksi.?> Deksriptif analisitis yang digunakan dalam penelitian atau content
analysis yaitu analisis yang memebahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk
komunikasi yang berkenaan dengan objek penelitian. Penelitian ini akan membahas
tentang menakar untung rugi sistem pemilu proporsional terbuka dengan
proporsional tertutup perspektif maslahah.
G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini, maka skripsi ini di

bagi kedalam lima bab. Dalam hal ini untuk kemudahkan dalam memahami hasil

%5 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta UI Pres, 1986), him.252.



15

dari pembahasan penelitian, penelitian ini harus disusun dengan sistematis supaya
mendapatkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu sebagai berikut:

Bab pertama, dalam skripsi ini menjelaskan tentang latar belakang masalah,
yang kemudian diikuti dengan formulasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
kajian Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang landasan teori maslahah dan teori demokrasi.

Bab ketiga, membahas tentang menakar untung rugi sistem pemilu proporsioal
terbuka dengan proporsional tertutup.

Bab keempat, membahas tentang analisis pandangan demokrasi dan maslahah
terhadap sistem pemilu proporsional terbuka dengan proporsional tertutup.

Bab kelima, bagian penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran dari hasil

penelitian.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapatlah

digali beberapa kesimpulan penting, yaitu:

1.

2.

Bahwa pada sitem pemilu proporsional terbuka berdasarkan teori
demokrasi memberikan ruang demokrasi bagi warga negara karena
menjamin kedaulatan rakyat dan menjamin hak konstitusi masyarakat
Indonesia. Sedangkan melalui sistem proporsional tertutup negara seolah-
olah mengkebiri demokrasi sehingga melahirkan oligarki-oligarki baru.

Apabila ditinjau dari perspektif maslahah sistem proporsional terbuka
memberikan kemaslahatan bagi masyarakat pada umumnya dan
menjamin hak asasi manusia sebagai pemilih untuk menentukan kandidat
partai politik dan mengetahui kualitas kandidat yang diusung oleh partai.
Sedangkan sistem proporsional tertutup dalam perspektif maslahah tidak
mengakomodir kemaslahatan masyarakat Indonesia pada umumnya

untuk menetukan calon pemimpin di pemerintahan.
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B. Saran

Setelah meninajau, mengkaji dan mengkritisi tentang sistem pemilu
proporsional terbuka dengan sistem proporsional tertutup, karya tulis ini masih
banyak kekuarangan baik dalam pembahasan ataupun penulisan. Untuk
menghindari suatu kekeliruan alnagkah lebih baiknya jika pembaca membaca
literatur-literatur lain guna menyelaraskan pemikiran serta melakukan penelitian

lebih lanjut untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam.
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